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KEPUTUSAN KEPATA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ t L IBKPSDM-?:I}O

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADMN BARANGTASA DILINGKUNGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SETATAN TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPATA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung dilingkungan Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten pesisir selatan Tahun
Anggaran 2020 serta mendapatkan Penyedia Barang/asa yang bekualitas, maka perlu dibentuk
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

b. bahwa untuk mewu.iudkan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten pesisir Selatan.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten,
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957, (Lembarab Negara
Republik lndonesia 1957 Nomor 77, io undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun L958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 1643);

2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4286);

3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor S,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 66,tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

6. undang -undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20L4 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5494);

7. undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 20r.4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5589);

4.

5.



9.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor i.40, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedomoan pembinaan dan pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NeBara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
165 ,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansii
Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4616);

1L. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah /Kota (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir dengan peraturan Menteri Dalam Ne8eri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedomon penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 200g tentang pokok-pokok
Pengelolaan Keuanggan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten pesisir selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

: Menunjuk Pe.iabat Pengadaan Baranglasa kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten pesisir selatan Tahun Anggaran 2oz0 dengan
susunan kepanitiaan sebagaimana dicantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pejabat Pengadaan Barang/asa Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Dan pengembangan
sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
b. Menetapkan dokumen pengadaan;
c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang /jasa;
d. Menetapkanbesarannominaljaminanpenawaran;
e. Menilai kualifikasi penyedia barang/iasa melalui prakualifikasi dan pasca kualifikasi;
f. Melakukan evaluasi administrasi ,teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. Menetapkan penyedia barang /jasa;
h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati melalui Bagian

Pembangunan;
i' Memberikan Pertanggungawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /asa kepada

Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran;

L4.

15.

lb.

Menetapkan
KESATU

KEDUA



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dalam kepanitian ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 20Januari 2020
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